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ABSTRACT 
The main idea of this paper are to explain about the importance of global perspective reinforcement of 
citizen at PPKn in all levels curricular programs and the higher education as personality development 
courses. the importance of global perspective reinforcement of citizen was aimed to prepare citizen at 
digital era (digital citizenship) caused by globalization and ICT progress. By PPKn,  global citizen 
perspective including knowledge, skill and attitude as global citizens developed and reinforced by the 
connections and relations  across diverse group, on the other hand to preserve nationality and integrity 
as member of state. 
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ABSTRAK 
Artikel ini memuat gagasan mengenai pentingnya penguatan kompetensi wawasan global warga negara 
melalui PPKn, baik dalam konteks sebagai program kurikuler kewarganegaraan pada tingkat 
pendidikan dasar dan menengah, maupun sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian pada tingkat 
pendidikan tinggi. Penguatan wawasan global itu dimaksudkan untuk mempersiapkan warga negara 
dalam menghadapi dan menjalani kewargaan digital (digital citizenship) yang lahir karena proses 
globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui PPKn, kompetensi 
wawasan global yang meliputi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai warga negara 
global dibangun dan dikuatkan agar warga negara siap untuk memiliki hubungan dan koneksi melintasi 
perbedaan, sekaligus menjaga dan memperdalam rasa kebangsaan dan integritas dirinya sebagai bagian 
dari warga suatu negara. 
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PENDAHULUAN 
Proses globalisasi telah masuk pada 
semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. 
Selain memberi dampak positif, pada beberapa 
hal, proses globalisasi juga menyiratkan efek 
negatif. Karena itu, dalam konteks pendidikan, 
diperlukan berbagai upaya yang menyeluruh 
dan berkesinambungan agar proses pendidikan 
siap menghadapi segala macam tantangan 
dalam arus global tersebut.  
Sejak awal, pendidikan nasional 
Indonesia lahir tidak hanya untuk membentuk 
peserta didik yang cerdas dan terampil, tetapi 
juga menjadi warga negara yang dapat 
menjunjung nilai-nilai positif yang sejalan 
dengan budaya dan karakter bangsa. Dua tujuan 
utama ini, sesungguhnya menyiratkan tindakan 
preventif seluruh komponen bangsa dalam 
menghadapi proses globalisasi yang tidak dapat 
dibendung lagi. Tentu saja, harapan utamanya 
adalah agar proses globalisasi tidak 
menyebabkan warga negara tercerabut dari akar 
budaya dan karakter bangsanya. Secara rinci, 
ketentuan tentang tujuan pendidikan nasional 
tersebut dapat dibaca pada Pasal 3 UU No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, yaitu mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.  
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Proses globalisasi terjadi semakin cepat 
karena dukungan kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK). Kecepatan 
perkembangan teknologi ini pula yang 
melahirkan era baru, era digital. 
Bagaimanapun, era digital ini telah mengubah 
pola hidup warga negara menjadi serba digital, 
dan menuntut semua aspek kehidupan, 
termasuk pendidikan siap dengan era digital 
tersebut.   
Dalam dunia pendidikan, pembelajaran 
berbasis TIK menjadi tantangan yang harus 
dijawab oleh pelaku pendidikan. Dalam 
konteks demikian, teknologi tidaklah semata 
koleksi mainan atau gawai (gadget), tetapi 
sebagai alat yang memungkinkan individu 
peserta didik untuk membangun komunikasi 
dan pada akhirnya menciptakan lingkungan 
yang kondusif, serta sebagai sarana pendidikan 
bagi masyarakat.  
Pada kajian Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PKn/PPKn), proses 
globalisasi dan pesatnya kemajuan TIK telah 
menghadapkan warga negara pada era 
keterbukaan informasi. Era ini ditandai oleh 
lahirnya kewargaan digital (digital citizenship), 
sebagai akibat dari penggunaan teknologi 
digital pada hampir seluruh aktivitas hidup 
mereka.  
Lahirnya kewargaan digital ini, tentu saja 
melahirkan tantangan baru penguatan kembali 
wawasan global warga negara. Hal ini karena, 
pengembangan kewargaan digital adalah untuk 
menciptakan masyarakat pengguna teknologi 
digital dapat dengan baik dan pintar 
mengevaluasi penggunaan teknologi mereka 
sendiri untuk menjadi anggota yang produktif 
dari masyarakat digital 
 
METODE  
Gagasan tentang penguatan kompetensi 
wawasan global warga negara ini menggunakan 
metode kualitatif. Hal ini karena pada dasarnya 
kajian mengenai penguatan wawasan global 
warga negara merupakan sebuah proses yang 
membutuhkan analisis deskriptif secara luas. 
Artinya dalam gagasan ini akan dimunculkan 
alternatif pembelajaran PPKn yang bermuatan 
wawasan global warga negara yang 
dilaksanakan dalam program pendidikan.  
Pengolahan dan analisis data dilakukan 
melalui proses menyusun, mengategorikan 
data, dan mencari kaitan isi dari berbagai data 
yang diperoleh dengan maksud untuk 
mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh 
dan dikumpulkan melalui hasil kajian pustaka 
yang disusun dan dianalisis untuk menjawab 
rumusan masalah yang dikaji.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengembangan Kewargaan Digital Melalui 
Pembelajaran PPKn  
Dari hasil kajian ditemukan mengenai 
pembelajaran PPKn yang secara substansif 
tidak saja mendidik generasi muda menjadi 
warga negara yang cerdas dan sadar akan hak 
dan kewajibannya dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
melainkan juga membangun kesiapan warga 
negara untuk menjadi warga dunia (global 
society). Dengan demikian secara subtansif 
PPKn lebih luas cakupannya dari istilahnya.  
PPKn merupakan salah satu bidang 
kajian yang mengemban misi nasional untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia 
melalui koridor value based Education. Arus 
globalisasi yang terjadi seyogyanya mendorong 
PPKn untuk menjembatani dan membangun 
kesiapan warga negara sebagai warga negara 
yang cerdas dan baik dalam segala aktifitas 
kehidupan global.  
Penggunaan teknologi digital oleh warga 
negara saat ini, tidaklah bebas nilai. Tetapi ia 
perlu digunakan secara baik dan benar, sebab 
penggunaan tekonologi digitasl terikat oleh 
nilai dan norma tertentu sebagaimana tersurat 
dalam perundang-undangan tentang teknologi 
dan informasi.   
Proses pembelajaran PPKn dalam 
koridor value based education sudah 
selayaknya membangun kompetensi 
kewargaan digital. Warga negara yang siap 
dengan dunia digital. Sebab dunia pendidikan 
saat ini menjadi bagian dari proses globalisasi. 
Feriansyah (2014) menyatakan bahwa 
kemajuan TIK telah mengantarkan warga 
negara ke dalam era keterbukaan informasi. Hal 
inilah yang memperkuat pentingnya penguatan 
kompetensi wawasan global warga negara 
dalam mendukung kewargaan digital.  
Kewargaan digital muncul dari sebuah 
pandangan bahwa harus terbentuknya norma-
norma yang sesuai, serta perilaku yang 
bertanggung jawab dengan memperhatikan 
penggunaan teknologi, penyalahgunaan isu-isu 
penggunaan teknologi, serta etika dalam 
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berkomunikasi. Hal inilah yang memunculkan 
gagasan bawa PPKn dan pengembangannya 
tidak dapat lepas dari tantangan ini.  
 Alternatif pengembangan kewargaan 
digital melalui pembelajaran PPKn dapat 
mengacu pada elemen-elemen yang kewargaan 
digital. Ribble & Bailey (2007, p. 11) 
mengidentifikasi sembilan elemen yang 
bersama-sama membentuk kewargaan digital, 
yaitu akses digital, digital commerce, 
komunikasi digital, digital literacy, etika 
digital, hukum digital, hak dan kewajiban 
warga negara digital, kesehatan dan kebugaran 
digital, dan keamanan digital.  
Dalam proses pembelajaran PPKn, 
pertama, akses digital dapat dimaknai tentang 
masyarakat, serta pola yang ada di masyarakat 
dalam akses teknologi informasi yang dapat 
menjadi pendukung telaksananya pembelajaran 
PPKn. Kedua, digital commerce menuntut 
pembelajaran PPKn untuk mampu 
menjembatani fakta bahwa kegiatan ekonomi 
warga negara yang mulai masuk dunia digital 
(online shop). Ketiga, pembelajaran PPKn 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
komunikasi digital yang berhubungan dengan 
alat elektronik untuk terlaksananya proses 
pembelajaran. Keempat, melalui pembelajaran 
PPKn dilatih untuk memiliki kemampuan 
menggunakan teknologi digital dan mengetahui 
kapan dan bagaimana menggunakannya 
(digital literacy). Kelima, melalui 
pembelajaran, warga negara memahami 
perilaku yang sesuai dengan standar nilai-nilai 
kehidupan masyarakat yang dihadapkan pada 
teknologi digital (digital etiket). Keenam, 
melalui pembelajaran PPKn, warga negara 
dilatih untuk mengenal aturan hukum yang 
berkaitan dengan penggunaan teknologi. 
Ketujuh, warga negara juga dilatih untuk 
memahami dan mengenali hak dan tanggung 
jawabnya di dunia digital. Kedelapan, warga 
negara dilatih untuk dapat mengenali pengaruh 
penggunaan teknologi dan informasi terhadap 
kesehatan dan kebugaran tubuh, dan 
kesembilan, warga negara dilatih untuk 
menjaga keamanan diri, masyarakat, bangsa, 
dan negara dari penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi. 
Pengembangan sembilan elemen 
kewargaan digital melalui pembelajaran PPKn 
dapat disesuaikan dengan tingkat 
perkembangan peserta didik dan kesiapan 
peserta didik dalam menghadapi arus 
globalisasi terutama teknologi informasi, dan 
komunikasi yang diterima 
 
Kompetensi Wawasan Global Warga 
Negara 
Konsep wawasan global warga negara 
(global citizenship) bukan merujuk pada status 
kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap 
warga negara. Bukan pada perubahan 
kewarganegaraan menjadi konteks global, 
namun lebih pada peran serta warga negara 
dalam konteks global. Noddings (Rapoport, 
2008, p. 92) mengatakan bahwa “a global 
citizen is one who can live and work effectively 
anywhere in the world, supported by a global 
way of life”.  Dari kajian tersebut maka 
kompetensi wawasan global warga negara pada 
dasarnya menghendaki warga negara yang 
dapat bekerja dan memiliki aktifitas hidup 
sebagai warga negara yang baik dalam tatanan 
kehidupan dunia.  
Seorang warga negara yang efektif 
dalam kehidupan globalisasi pada dasarnya 
dikehendaki memiliki kompetensi dalam 
tatanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
yang siap memiliki hubungan dan koneksi 
melintasi perbedaan namun sekaligus menjaga 
dan memperdalam rasa identitas dan integritas 
dirinya sebagai bagian dari warga negara suatu 
negara. 
Berdasarkan pemikiran mengenai 
konsep tingkatan kewarganegaraan yang 
membingkai pembentukan wawasan global 
warga negara, maka dapat diidentifikasi 
tingkatan wawasan global warga negara yang 
dianalogikan sebentuk dengan perangkat lunak 
komputer yang meningkat secara terus 
menerus, sebagai berikut: 
 
1. Warga negara egosentris yang memandang 
dunia berdasarkan pandangan diri sendiri; 
2. Warga negara ideosentris yang memandang 
dunia luar berdasarkan kelompoknya; 
3. Warga negara sosiosentris yang memandang 
dunia berdasarkan bangsa seseorang; 
4. Warga negara multisentris yang 
memandang dunia berdasarkan budaya yang 
beragam; 
5. Warga negara geosentris yang memandang 
dunia berdasarkan pandangan seluruh umat 
manusia di muka bumi (Gerzon, 2010, pp. 
12-18). 
Pada dasarnya kompetensi wawasan 
global warga negara yang dibentuk adalah 
dalam kajian bagaimana warga negara 
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memandang bahwa dalam jaringan 
berhubungan antar warga negara memandang 
tidak hanya dalam bagian negaranya saja tetapi 
memandang secara keseluruhan dari bagian 
dunia. Wahab dan Sapriya (2011, p. 231) 
menjelaskan makna dan istilah tersebut sebagai 
“upaya untuk mendorong warga negara agar 
memiliki perspektif global”. Wang (Wahab & 
Sapriya, 2011, p. 232) mengemukakan 
international citizen is a natural conduit for 
intercultural understanding of justice, liberty 
and peace; peace that is essential and truly 
indispensable to the dignity of all people if 
nations are to fulfil the spirit of humanitarian 
mutual caring, understanding and assistance. 
Istilah-istilah warga negara global dalam 
beberapa konsep hakikatnya sebagaimana 
diungkapkan di atas berkaitan dengan 
pembentukan perspektif global. Diaz, 
Massialas dan Xanthopoulus (Wahab & 
Sapriya, 2011, p. 231) mengemukakan bahwa 
“we also develop sensitivities towards our 
fellow global citizens, trying to understand 
them and Sempathize with them”. Semangat 
yang lebih kuat dari makna global citizen dan 
fellow global citizenship cenderung sebagai 
upaya untuk mendorong warga negara agar 
memiliki perspektif global. 
Kompetensi wawasan global secara lebih 
lanjut sejalan dengan pemikiran warga negara 
yang diperlukan pada abad ke-21 sebagaimana 
dikemukakan oleh Cogan (1998, p. 97) yang 
menjelaskan tentang delapan karakteristik yang 
merupakan ciri-ciri, keterampilan, dan 
kompetensi tertentu pada warga negara yang 
hidup di abad ke- 21. Karakteristik tersebut 
diperlukan untuk mengatasi dan mengelola 
gejala yang tidak diinginkan. Delapan 
karakteristik itu adalah: 
1. The ability to look at and approach 
problem as a member of global society. 
2. The ability to work with others in a 
cooperative way and to take responsibility 
for one’s rules/duties withn society. 
3. The ability to understand, accept, 
appreciate, and tolerate cultural 
differences.  
4. The capacity to think in a critical and 
systematic way. 
5. The willingness to resolve conflict in a non 
violent marmer. 
6. The willingness to change one’s life style 
and consumption habits toprotect the 
environment. 
7. The ability to be sensitive toward and to 
defend human right (eg. Right of women, 
ethnic minorities) 
8. The willingness and ability to participate in 
politics at local, national, and international 
levels.  
Kompetensi wawasan global warga 
negara melalui PPKn targetnya adalah 
pembentukan warga negara yang cerdas (an 
informed citizenry), warga negara yang mampu 
berpikir analitis (ananlytical citizenry), dan 
warga negara yang memiliki komitmen dan 
mampu melibatkan diri (a committed and 
involved citizenry) (Wahab & Sapriya, 2011, p. 
314). 
Kompetensi wawasan global warga 
negara berdasarkan target tersebut hakikatnya 
berkaitan dengan tiga kompetensi utama yang 
dibentuk melalui pembelajaran PPKn yakni 
berkaitan dengan pengetahuan kewargaan, 
keterampilan kewargaan, bahkan sampai 
pembentukan sikap atau karakter kewargaan. 
Kompetensi-kompetensi tersebut hakikatnya 
berkesesuaian dengan kompetensi lulusan yang 
hendak dicapai melalui mata pelajaran PPKn 
baik di tingkat persekolahan maupun perguruan 
tinggi.  
Tiga kompetensi utama dalam 
pembelajaran PPKn yang diuraikan di atas 
bukanlah kompetensi yang berdiri sendiri 
melainkan dalam proses pembentukannya 
melalui mata pelajaran PPKn memerlukan 
kajian lebih mendalam sehingga satu sama lain 
harus seimbang dan memperkuat target 
pembentukan wawasan global warga negara.  
Dalam implementasinya mengkaji tiga 
kompetensi sebagaimana diuraikan di atas tidak 
dapat berdiri sendiri tapi haruslah seimbang 
pengkajiannya sehingga memungkinkan 
sampai pada analisis bahwa kompetensi utama 
melalui PPKn ini adalah satu kesatuan yang 
sistematis dalam pembentukan wawasan global 
warga negara 
 
Keterkaitan Kompetensi Wawasan Global 
Warga Negara, Kewargaan Digital, dan 
PPKn 
Kompetensi untuk hidup secara global 
yang harus dimiliki oleh warga negara 
dikemukakan oleh Zhao (Wolbring, 2012) 
bahwa  
As citizens of the globe, they need to be 
aware of the global nature of societal 
issues, to care about people in distant 
places, to understand the nature of 
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global economic integration, to 
appreciate the interconnectedness and 
interdependence of peoples, to respect 
and protect cultural diversity, to fight 
for social justice for all, and to protect 
planet earth—home for all human 
beings”.  
Pada dasarnya kompetensi wawasan 
global warga negara dapat terbentuk dengan 
mempersiapkan warga negara untuk mengenal 
hakikat kehidupan di dunia yang beraneka 
ragam dan melindungi dunia dari segala 
tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 
universal yang baik. Pada sisi yang lain mereka 
harus siap dengan persaingan dunia yang terjadi 
dengan tetap mempertahankan identitas serta 
jati dirinya dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Samsuri (2011) menyebut bahwa 
“persoalan-persoalan kehidupan warga negara 
dalam sistem nilai demokrasi telah mengalami 
“globalizing” atau “globalized”. Perhatian 
dunia yang mulai mengkaji permasalahan-
permasalahan warga negara secara global 
menempatkan posisi pentingnya kajian PKn.  
Berkaitan dengan hal itu, Kerr (Winataputra & 
Budimansyah, 2007, p. 4) menyatakan bahwa:  
Citizenship or civics education is 
construed broadly to encompass the 
preparation of young people for their 
roles and responsibilities as citizens 
and, in particular, the role of education 
(through schooling, teaching, and 
learning) in that preparatory process. 
Pengutan kompetensi wawasan global 
untuk menjawab tantangan kewargaan digital 
melalui PKn menunjukkan bahwa PKn hadir 
dalam upaya membentuk warga negara yang 
dapat berpikir multidimensional. Cara berpikir 
ini tidak hanya memandangg aktifitas 
kehidupan hanya terbatas dari yang telihat 
secara kasat mata, tetapi harus sampai pada 
aktifitas warga negara di kehidupan digital 
yang masuk karena perkembangan teknologi 
informasi yang semakin maju. Hal ini 
digambarkan secara konseptual oleh Cogan 
and Derricot ( (Budimansyah & Suryadi, 2008, 
pp. 42-51) sebagai berikut “the four 
dimensions embodied in our conceptualization 
of multimensional citizenship are personal, 
social, temporal, and spatial”. 
Kewarganegaraan multidimensi dalam 
konteks personal mendorong kajian 
memperkuat cara berpikir warga negara secara 
kritis dan sistematis, pemahaman dan 
kepekaan terhadap masalah-masalah 
perbedaan budaya yang ada secara mendunia, 
pilihan terhadap pemecahan dan penyelesaian 
masalah yang bertanggung jawab, kooperatif 
dan tanpa kekerasan, keinginan untuk 
melindungi lingkungan, membela hak asasi 
manusia dan ikut serta dalam kehidupan 
masyarakat untuk mendukung kewargaan 
digital. 
Dalam konteks sosial,  era kewargaan 
digital menuntut warga negara untuk mampu 
bekerja dan berinteraksi dengan orang lain di 
dalam berbagai keadaan dan konteks. Warga 
negara di era digital harus mampu ikut terlibat 
dalam debat dan diskusi publik, ikut serta 
dalam kehidupan masyarakat, mengatasi 
masalah dan persoalan, mengarahkannya 
untuk memperlakukan orang lain dengan 
hormat yang gagasan dan nilainya berbeda dari 
yang mereka miliki. 
Dalam konteks spasial, kewargaan 
digital perlu diperkuat dengan perluasan 
proses pendidikan untuk pemahaman dan kerja 
sama antar negara, sehingga warga negara 
dapat menyadari bahwa mereka adalah sebagai 
bagian dari beberapa komunitas baik secara 
nasional maupun global. 
Sementara itu, dalam konteks temporal 
kewargaan digital menghendaki warga negara 
untuk siap menyeimbangkan dan mengganti, 
serta mendapatkan paham-paham baru yang 
berkenaan dengan pengetahuan dan nilai-nilai 
dengan kesiapan untuk menghadapi 
kecenderungan-kecenderungan positif maupun 
negatif dampak dari globalisasi. 
SIMPULAN 
Proses globalisasi yang didukung oleh 
pesatnya perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi telah mendorong warga 
negara untuk mampu mengembangkan tiga 
kompetensi utama wawasan global warga 
negara, yaitu pengetahuan kewargaan, 
keterampilan kewargaan, dan karakter 
kewargaan. Tiga kompetensi utama itu 
diperlukan dalam rangka menghadapi dan 
menjalani era digital.  
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Penguatan kompetensi wawasan global 
merupakan hal utama dalam mendukung 
kewargaan digital. Sebab melalui penguatan 
kompetensi itu, dapat terbentuk warga negara 
yang cerdas (an informed citizenry), warga 
negara yang mampu berpikir analitis 
(ananlytical citizenry), dan warga negara yang 
memiliki komitmen dan mampu melibatkan 
diri (a committed and involved citizenry) 
sebagai bagian dari warga  global.  
Elemen-elemen kewargaan digital dapat 
dijadikan dasar dalam pengembangan 
wawasan global warga negara di era digital 
dalam pembelajaran PPKn. Elemen kewargaan 
digital itu sekaligus sebagai jembatan dalam 
pembentukan warga negara dalam konteks 
multimensional. 
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